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Jakarta, 11 Januari 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Rabu (11/1) pukul 13.00 WIB dengan agenda 
Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 130/PUU-XIII/2015 ini diajukan 
oleh Choky Risda Ramadhan, Carlos Boromeus Beatrix Tuah Tennes, Usman Hamid dan Andro Supriyanto 
yang tergabung dalam Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia 
(MaPPI FHUI). Norma yang diuji, yaitu Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 huruf b, Pasal 109 ayat (1), 
Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 139 dan Pasal 14 huruf i.  
 
Pemohon menilai, sejumlah ketentuan prapenuntutan dalam KUHAP semakin melemahkan peran penuntut 
umum. Dalam proses prapenuntutan seringkali timbul kesewenangan penyidik dan berlarutnya penanganan 
tindak pidana dalam proses penyidikan. Seperti yang dialami Pemohon, Usman Hamid, menjadi tersangka 
pencemaran nama baik sejak tahun 2005 hingga kini tidak jelas penanganan perkaranya. Sementara Andro, 
seorang pengamen di Cipulir yang pernah menjadi korban penyiksaan dalam tahap penyidikan. Namun, 
Andro mencabut keterangan Berita Acara Penyidikan (BAP) yang mengaku pernah membunuh karena di 
bawah tekanan penyidik. Meski pengadilan tingkat pertama menghukum Andro, di tingkat banding dan 
kasasi Andro dibebaskan karena pengakuan tersangka terbukti diambil secara tidak sah. 
 
Ketentuan Pasal 109 ayat (1) menyebabkan penyidikan dilakukan tanpa kontrol dan pengawasan penuntut 
umum karena tidak jelasnya kapan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan diberitahukan kepada 
penuntut umum. Ketentuan Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) juga bersifat multitafsir, sehingga menimbulkan 
ketidakpastian hukum dan seringkali melanggar hak-hak konstitusional. Menurut Pemohon, Perumusan 
Pasal 138 ayat (1) dan (2) tidak jelas dan membuka pemaknaan berbeda yaitu dapat dilakukan lebih dari 
satu kali atau berulang kali tanpa batas waktu sehingga menimbulkan situasi bolak-baliknya berkas antara 
penyidik dan penuntut umum. Ketentuan Pasal 139 tidak secara jelas memberikan jangka waktu dalam 
menentukan apakah berkas perkara yang ada tersebut layak atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Selain 
itu, dalam Pasal 14 KUHAP tidak ada pencantuman yang tegas tentang kewenangan penuntut umum untuk 
melakukan suatu pemeriksaan tambahan. Hal ini berbeda jika melihat Pasal 30 ayat (1) huruf e yang secara 
jelas mencantumkan bahwa Kejaksaan mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan tambahan. 
 
Pada sidang lanjutan, Selasa (29/3), Pakar Hukum Pidana Saint Louis University School of Law, Berkeley, 
Amerika Serikat, Stephen C. Thaman menjelaskan jaksa dan polisi dapat melakukan penyidikan bersama 
dalam sistem hukum pidana modern. Model ini dipergunakan di Inggris dan Amerika guna 
menyederhanakan proses dan mempersingkat waktu dari penyidikan hingga pelimpahan perkara ke 
pengadilan. Pendapat tersebut disampaikan Thaman sebagai ahli Pemohon melalui video conference di 
Ruang Sidang Pleno MK. Senada dengan hal tersebut, Dosen Ilmu Hukum Universitas Indonesia Andri 
Gunawan Wibisana yang dihadirkan Pemohon sebagai ahli pada sidang Rabu (27/4), juga menyampaikan 
ketiadaan batas waktu pelimpahan perkara dalam KUHAP menyebabkan adanya masalah penegakan 
hukum di Indonesia. Menurutnya, terdapat sekitar 44.000 kasus pidana yang terkatung-katung karena tidak 
adanya batas waktu pelimpahan perkara dari penyidik kepada kejaksaan dalam KUHAP. Hal tersebut dinilai 
Wibisana memperlihatkan rendahnya penegakkan hukum, namun anggaran bagi para penegak hukum tetap 
dan bahkan cenderung bertambah. (L. Anjarsari/ L. Hanifah/ Annisa L.) 
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